
SABI 

PENDAHULUAN 

Komponcn peradilm1 yang cukup urgcn adalah Kcpolisian, Kcjaksaml, 

Pcngadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Komponen atau sub sistcm tersebut salah 

satunya adalab polisi. Dalam proses pidana, polisi yang berperan sebagai penyidik. 

Didalam proses pemeriksaan tcrbadap tersangka seringkali kita dengar atau membaca 

berita yang berhubungan dengan tindak kekerasan yang dilakukan polisi dalam 

mtcrogasi, terbukti dengan laporan akhir tahun 2002 Lembaga Bantuan Hukum Medan 

roh"'a kekerasan yang dilakukan apnrat POLRI menduduki peringkat tcratas. 

TAP Vl/MPR/2000 mengatur tentang pemisahan TN1 dan kepolisian Negara 

Rcpubhk Indonesia, menyatakan dalam Pasal I: •·Tentara Nasional Indonesia dan 

Kepolisian Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan 

ungsmya masing- musing." I lal ini berarti bahwa l'OLRI adalah institusi yang 

mmdin yang dapat bcrdiri dan bertindak scndiri dan tidak tergantung pada institusi 

schinsga ) ang berkaitan dengan aspek kev.enangan, tugas dan fungsi, suaru organisasi 

Upoli> an.merupakan rugas tersendiri bagi POLRI. 

Hal ini dialami oleh bangsa Indonesia yang berusaha unruk mengadakan 

baharuan hukum secara menyeluruh diantaranya hukum pidana, baik maleriil 

Cl3UpUl1 hukum fonnil serta hukum pclaksanaan pidana, dimana KUHAP dibuat 

Kbagai pedoman pelaksanaan asas-asas yang mengatur perlindungan kepada harkat 

manabat manusia dalam proses pidana. 
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Dalam prakteknya undang-undang yang semestinya mengatur bagaimana kerja 

para hamba dan pengabdi hukum itu (Polisi, Jaksa, Hakim) belum sepenuhnya 

dijadikan prosedur standar, masih saja ada penyidik yang memaksa 1ersangka agar 

mau mengakui kcsalahan yang dituduhkan kepadanya sekalipun ruduhan itu tidak 

bcnar bahkan sampai tcrsangka harus Iuka, cacat dan kadang ada yang meninggal 

duniu. Padahal seyogyanya penyidik dalam melakukan pemeriksaan sebclum 

po.!rsoalan dibawa ke pcnuntul umum dan ke pengadilan tidak dibcnarkan memaksa 

1er:.angl.a agar mengaku bcrsalah. Hal ini sering terbukti se1elah persoalan sampai ke 

penun1u1 umum, tersangka akan mencabut kembali pengakuannya yang pemah 

d ucapkun dihadnpan pcnyidik yang tcrtuang dalam Bcriia Acara Pemeriksaan (BAP) 

dengan alasan dipaksa untuk mcngaku, dan jika tidak mau harus siap menerima 

pcrlakuan kekcrasan dari pihak penyidik. 

Dalam Pasal 52 KUHAP jelas mengarur tentang tcrsangka harus membenkan 

cterangan yang bebas kepada pcnyidik atau hakim. "Dalam pemeriksaan pada tingkat 

pen}iJikan dan pengadilan, 1crsangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan 

� bebas kepada penyidik alau hakim." 

Hak kcbcbasan dapat dianil.an mcmberikan kc1crangan yang dianggap 

li:rS:Ul•k3 a1au Lerdakwa yang mengunlungkan baginya. Dalam hal ini haruslah 

d:Jrt1 .. an bahwa ke1crangan yang diberikan oleh tcrsangka itu bcrsumber pada.free will 

kchcncbl. bebas), sehingga baik hakim maupun pcnyidik 1idak diperkenankan un1uk 

o "'an L:e1erangan yang tidak dibcrikan secara bebas. Tidak dipenuhinya persyaratan 

memmbulkan persoalan pcmbuktinn yang diperoleh secara tidak sah 
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